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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun yang menjadi simpulan dalam penulisan ini adalah:

1. Pemenuhan hak asasi narapidana dan tahanan dalam kunjungan

keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dan analisa

yang telah penulis lakukan terhadap Tinjauan Hukum Sosiologis

Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana dan Tahanan Dalam

Menerima Kunjungan Keluarga, maka Penulis mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

Apabila ada keluarga atau kerabat narapidana yang akan

berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka telah disediakan

ruangan khusus untuk mereka bertamu, tetapi masih tetap dalam

pengawasan petugas yang menjuga.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan.Hal ini tidak terlepas dari pada faktor keamanan Lembaga

Pemasyarakatan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Lapas dalam melaksanakan kunjungan

keluarga adalah:

a. Kelebihan daya tampung atau over capacity.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

c. Kurangnya kuantitas petugas dan kemampuan petugas lembaga

pemasyarakatan.
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3. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klass II A Padang

dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul adalah menambah

sarana dan prasara membagi waktu kunjungan seefisien mungkin agar

bisa bergantian tempat, dan mengangkat beberapa narapidana untuk

diperbantukan sebagai tenaga pelayanan dari narapidana sendirina

untuk memenuhi kebutuhan di ruang kunjungan.

B. Saran

Saran dari Penulis yakni sebagai berikut

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dan menyediakan segala

kebutuhan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang sesuai

dengan jumlah narapidana yang ada terutama dalam hal anggaran atau

dana.

2. Meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan oleh Lapas agar dalam proses

pemenuhan hak kunjungan keluarga nantinya dapat berjalan dengan

lancar sesuai dengan apa yang diinginkan.

3. Meningkatkan hubungan dengan instansi terkait dengan masalah

kesehatan agar pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Padang dapat terwujud .
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